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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menyatakan 

bahwa : 

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat 

umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun”. 

Pengertian diatas merupakan kewenangan PPAT selain kewenangan lain 

yang diberikan terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat 

akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tegaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang.1 

Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata hanya menjelaskan apa yang dinamakan 

akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “Pejabat 

Umum” itu, juga tidak menjelaskan dimana batas-batas wewenangnya dan 

bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang- 

 

1Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, 
Mandar Maju, Bandung, hlm.228 
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undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk 

mengatur hal-hal tersebut, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

Peraturan tentang Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) merupakan peraturan 

pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata, Notarislah yang dimaksud dengan 

Pejabat Umum itu.2 

Abdulkadir Muhammad menjelaskan tentang profesi hukum yang 

merupakan salah satu profesi terhormat hal ini dikarenakan didalamnya terdapat 

nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka yaitu sebagai berikut :3 

a. Kejujuran 
 

b. Otentik 
 

c. Bertanggung jawab 
 

d. Kemandirian moral 
 

e. Keberanian moral. 
 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugas dan 

jabatanya harus berpegang teguh kepada kode etik Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) Nomor112/KEP-4.1/IV/2017, karena tanpa itu harkat dan martabat 

profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari 

masyarakat. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga dituntut untuk memiliki 

nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka PPAT 

tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang 

 
 

2 G.H.S. Lumbn Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm. 35 
3 Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, 

Advokat,Notaris, Kurator, dan Pengurus), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.4 
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penjabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan tidak merusak citra Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu sendiri.4 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai salah satu profesi yang 

terhormat dibidang hukum memiliki tugas pokok yang diatur dalam ketentuan 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yaitu : 

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 

atau Hak  Milik Atas  Satuan  Rumah  Susun 

2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai 

berikut : 

a. Jual Beli 
 

b. Tukar menukar 
 

c. Hibah 
 

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) 
 

e. Pembagian hak bersama 
 

f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik 

Berdasarkan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang salah satunya 

ialah membuat akta jual beli tanah sehingga pentingnya fungsi dari akta yang 

dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut, maka Posisi Pejabat 

 

4Komar Andasasmita, 1981, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, 
Rahasia Jabatannya, Sumur, Bandung, hlm. 14 
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Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat penting dalam membantu menciptakan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik 

yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang 

terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.5 

Melalui akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

diharapkan dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin 

kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya 

sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses 

penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis 

terkuat dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara 

murah dan cepat. Hal ini di karenakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT 

maupun Notaris untuk membuat akta otentik yang mengikat secara hukum pada 

para penghadap yang berkepentingan.6 

Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dalam membuat akta dapat di bedakan 

antara akta pihak – pihak (partij akte) dengan akta pejabat (ambtelijke akte). Akta 

pihak – pihak/penghadap/para penghadap atau partij akte adalah akta yang dibuat 

oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) berdasarkan kehendak pihak – 

pihak/penghadap/para penghadap yang datang menghadap Pejabat Pembuat Akte 

Tanah (PPAT) untuk dibuatkan akta. Dalam hal demikian Pejabat Pembuat Akte 

Tanah (PPAT) hanya sebatas menuliskan kehendak para pihak tersebut, maka 

 

5Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For 
Documentaration and Studies of Business Law (CDBSL), Yogyakarta, hlm. 56 

6 Deviana Yuanitasari, The Role Of Public Notary In Providing Legal Protection On 
Standar Contract For Indonesia Consumers, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 2, Juli 2017, 
Hlm 179. 
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tanggung jawab terhadap isi akta adalah menjadi tanggung jawab penghadap dan 

Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) tidak bertanggung jawab terhadap isi akta 

yang dibuatnya.7 

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga dapat dilihat dari 

kepastiannya dalam memberikan legal advice, dan melakukan verifikasi terhadap 

sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah 

pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau 

perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya apabila 

tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada Peran Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat- 

tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Peran Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum 

dan rasa keadilan terhadap masyarakat.8 Lain halnya dengan akta Pejabat 

(ambtelijke akte) atau relas akta, karena yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) itu merupakan kesaksian atas segala sesuatu yang dilihat, dibaca, 

didengar, dibicarakan dan atau mendasarkan atas data – data/dokumen yang 

disampaikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka Pejabat Pembuat 

Akte Tanah (PPAT) yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab terhadap isi 

akta tersebut, dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat 

kesalahan. 9 

 

 
7Mulyoto, 2010, Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas, 

Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm. 46. 
8Notodisoerjo, Soegondo, R, 1982, Hukum Notarial di Indonesia suatu Penjelasan, 

Rajawali, Jakarta, hlm. 55 
9 Ibid, hlm. 47. 
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Kalau akta yang dibuat adalah akta para pihak (partij akte) dimana 

sebenarnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya menuangkan atau 

menformulasikan kehendak dari para penghadap dalam akta jual beli tanah 

sehingga dengan demikian sebenarnya isi akta tersebut bukan kehendak Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetapi dalam kasus yang masuk keranah pidana 

penyidik sering berpendapat dan kemudian menuduh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) telah menyuruh klien atau penghadap untuk memasukan keterangan palsu 

ke dalam akta autentik (akta Notariil) dalam hal ini akte jual beli tanah. Padahal 

Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sama sekali tidak punya 

kapasitas/wewenang untuk menyuruh klien/penghadap untuk melakukan apapun 

ketika menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Lebih – lebih kalau 

PPAT kemudian didakwa menyuruh klien atau penghadap untuk memasukan 

keterangan palsu kedalam akta yang nota bene dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), apakah hal demikian bukan berarti Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) telah suatu kesalahan yang disengaja padahal sebagai orang yang paham 

hukum maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak akan melakukan hal 

tersebut karena ia mengetahui konsekuensi atas tindakannya, karena patut diduga 

mendekati kepastian bahwa aktanya tersebut dikemudian hari potensi bisa 

menyeret Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi terdakwa dengan tuduhan 

telah memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau memalsukan 

akta.10 

 
 
 

10 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan 
Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 25. 
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Dalam kaitan ini tidak berarti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) steril 

(bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di 

pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) bersama – sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat 

akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap 

tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain – lain. Jika hal ini terbukti, 

maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut wajib dihukum. Oleh karena 

itu, hanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak profesional dalam 

menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak 

tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan 

suatu tindakan yang melanggar hukum. 

Dalam pembuatan akta para pihak (Partij Akte), Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) dalam berbagai kasus ternyata klien bisa juga memalsukan:11 

1. Keterangan yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dalam proses rencana pembuatan akta. 

2. Identitas yang berupa KTP atau pasport. 
 

3. Data atau dokumen yang kemudian harus dilekatkan pada minuta akta. 
 

Dalam hal demikian kalau salah satu dua atau tiga sebagaimana tersebut di 

atas yang memasukan keterangan palsu kedalam akta jual beli tanah yang dibuat 

oleh   Pejabat   Pembuat   Akta   Tanah   (PPAT)   adalah   penghadap   atau   para 

11 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat 
Akta Autentik, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas (2018) 1 : 5 9 – 7 4 ISSN 
: 2502-8960 Ie-ISSN : 2502 -7573, Bali : Universitas Udayana, 2018 
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penghadap, maka seharusnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat 

dipersalahkan/diminta pertanggung jawabannya. 

Oleh karenanya guna antisipasi resiko hukum tersebut Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) biasa membuat redaksi sebelum penutup akta yang 

merupakan payung hukum bagi Notaris yang berbunyi: “ Bahwa segala 

keterangan yang disampaikan oleh para penghadap dalam rangka proses 

pembuatan akta dan/atau identitas yang mungkin berupa KTP atau pasport dan 

atau semua data atau dokumen yang dilekatkan pada minuta akta, para penghadap 

menjamin bahwa semua data tersebut di atas adalah benar adanya tidak lain dari 

pada yang sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari ada yang palsu atau 

dipalsukan maka resiko hukum baik berupa gugatan perdata dan atau tuntutan 

pidana merupakan resiko dan harus ditanggung oleh para penghadap bukan oleh 

atau dibebankan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pembuat akta”.12 

Sebenarnya hal – hal sebagaimana tersebut di atas bisa dianalogikan kalau 

ada seseorang mengaku kehilangan sertifikat asli hak milik atas tanah yang 

sebenarnya tidak hilang melainkan dijaminkan di bawah tangan kepada seseorang 

yang dapat dikatakan sebagai gadai gelap kemudian seseorang tersebut datang ke 

kantor polisi minta agar dibuatkan berita acara kehilangan sertifikat asli. Karena 

pihak kepolisian/pak polisi sudah barang tentu bahwa orang yang meminta 

dibuatkan “Berita Acara Kehilangan” tersebut ternyata bohong, oleh bapak polisi 

kemudian tetap dibuatkan berita acara bahwa seseorang kehilangan sertifikat asli. 

 

12Addien Iftitah, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Membuat Akta 
Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya, Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, Fakultas 
Hukum Unsrat 
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Walaupun berita acara sebagaimana tersebut di atas sudah jelas palsu dalam hal 

demikian polisi tidak akan mau dituduh bahwa telah membuat berita acara palsu. 

Demikian juga seharusnya berlaku bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dimana penghadapnya telah memberikan keterangan palsu dan atau 

memalsukan data/dokumen guna perlengkapan dalam pembuatan akta Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). Dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka 

sering pula Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditarik sebagai pihak yang turut 

serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana maupun 

perbuatan hukum yang melanggar ketentuan perdata, yaitu membuat atau 

memberikan keterangan palsu ke dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

dan melakukan perbuatan melawan hukum. 

Dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara sengaja atau 

tidak disengaja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersama-sama dengan 

pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk 

menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap 

yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

adanya putusan yang berkaitan dengan pemalsuan yang mengakibatkan seorang 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat terganjal permasalahan hukum hal ini 

sejalan dengan Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.DPK. 
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Kronologis putusan tersebut ialah berawal dari keinginan Muhammad Emir 

Firmansyah (terdakwa) untuk menjual tanah milik mendiang kakeknya yang telah 

menjadi hak milik dari Sendi Bingei Purba Siboro (Pelapor). 

Sekitar tahun 2001, Muhammad Emir Firmansyah (terdakwa) menguasai 

fisik tanahnya dan selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2001 Muhammad Emir 

Firmansyah (terdakwa) melaporkan kepada pihak ke Polda Sumut atas dugaan 

pemalsuan peralihan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 32/ Cilangkap 

yang diperoleh dari Akta Jual Beli No. 149/ AJB/1984 tanggal 1 Maret 1984 dari 

Anton Simon selaku Kuasa Baharudi Datuk Bagindo dengan Laporan Polisi No. 

Pol. LP/31/1/2001/ Ditserse tanggal 31 Januari 2001 yang kemudian telah 

dihentikan penyidikannya dengan Surat Ketetapan No. Pol : Sp. Tap/ 190/A/ VII/ 

2002/ Ditserse tanggal 12 Juli 2002. 

Karena tidak berhasil menempuh jalur hukum kemudian pada tahun 2002 

Terdakwa berniat untuk menjual tanah tersebut karena merasa berhak sebagai 

cucu / ahli waris yang sah dari Baharudin Datuk Bagindo dengan menggunakan 

Sertifikat Hak Milik No. 32/ Cilangkap atas nama Sendi Bingei Purba Siboro 

yang dipalsukan Terdakwa. 

Kemudian meminta Imam Sudibyo untuk mencari orang yang akan berperan 

sebagai Sendi Bingei Purba Siboro dan Aleks Tjahjadi. Setelah Imam Sudibyo 

mendapatkan Mukni untuk berperan sebagai Aleks Tjahjadi dan Dayat yang akan 

berperan sebagai Sendi Bingei Purba Siboro, maka Terdakwa memberikan 

dokumen-dokumen pendukung untuk membuat akta kuasa untuk menjual tanah. 

Imam Sudibyo, Sumargo, Dayat sebagai Sendi Bingei Purba Siboro, dan Mukni 
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sebagai Aleks Tjahjadi kemudian mendatangi Kantor Notaris/PPAT H.M. 

Afdah Gazali, untuk membuat Surat Kuasa Menjual Nomor 69 tanggal 24 

Juli 2002 yang isinya yaitu Sendi Bingei Purba Siboro memberikan kuasa menjual 

atas sebidang tanah SHM Nomor 32/Cilangkap kepada Aleks Tjahjadi. 

Setelah Terdakwa menemukan calon pembeli, Mukni yang berperan sebagai 

Aleks Tjahjadi selaku penerima kuasa untuk menjual tanah dan Hendri Prastowo 

selaku pembeli, bersama-sama mendatangi Kantor Notaris/PPAT Liza Riani 

untuk membuat Akta Jual Beli Tanah. Liza Riani kemudian meminta terdakwa, 

Hendri Prastowo, dan Aleks Tjahjadi yang diperankan oleh Mukni untuk 

membuat Surat Pernyataan yang menjamin kebenaran keterangan yang diberikan 

para penghadap, dikarenakan identitas yang diserahkan adalah fotokopi/tidak asli. 

Surat tersebut dibuat dihadapan notaris Liza Riani, diakui kebenarannya oleh 

terdakwa, Aleks Tjahjadi dan Hendri Prastowo yang langsung menandatangani 

surat pernyataan tersebut. 

Setelah Liza Riani yakin dan percaya akan identitas penghadap yang telah 

menandatangani surat pernyataan, kemudian dibuatlah Akta Jual Beli atas tanah 

tersebut. Selanjutnya oleh karena ditemukan permasalahan terkait peralihan tanah 

kepada Hendri Prastowo, Liza Riani diperiksa sebagai saksi di persidangan. 

Berdasarkan studi kasus pada Putusan Nomor 226/PID.B/2018/PN.DPK 

tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab 

atas segala perbuatannya. Perbuatan terdakwa tersebut meliputi menyerahkan 

fotokopi dan asli sertipikat palsu atas tanah SHM 32/Cilangkap, menyerahkan 

fotokopi KTP palsu kepada Mukno selaku figur Aleks Tjahjadi dan Dayat selaku 
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figur Sendi Bingei Purba Siboro untuk digunakan dalam pembuatan Akta Kuasa 

Jual dan Akta Jual Beli Tanah. 

Berdasarkan kronologis pada putusan tersebut PPAT yang membuat akta 

jual beli tersebut membuat PPAT turut diperiksa sebagai saksi di persidangan. Hal 

ini dapat terjadi dikarenakan kurang hati-hatinya PPAT dalam pembuatan akta 

yang dilakukannya padahal dalam kasus tersebut PPAT telah memberikan surat 

pernyataan tentang kebenaran data yang diberikan penghadap. . 

Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat 

banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak 

sesuai dengan kenyataannya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam 

pembuatan suatu akta sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan, padahal tugas seorang 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah menuangkan data dan informasi 

yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data 

tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran 

materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal 

tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi 

bermasalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis 

tertarik untuk menulis dengan judul “TANGGUNG JAWAB DAN 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 

DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG TERDAPAT 

DATA YANG DIPALSUKAN OLEH PENGHADAP” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas Rumusan masalah yang 

akan dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam 

Pembuatan Akta Jual Beli yang terdapat data-data yang dipalsukan ? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam 

pembuatan akta jual beli tanah yang terdapat data-data yang dipalsukan? 

3. Bagaimana Konsep Ideal terhadap Tanggung Jawab dan Perlindungan 

Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Untuk menganalisis Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam 

Pembuatan Akta Jual Beli yang terdapat data-data yang dipalsukan; 

2. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah 

dalam pembuatan akta jual beli tanah yang terdapat data-data yang 

dipalsukan; 

3. Untuk menganalisis Konsep Ideal terhadap Tanggung Jawab dan 

Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta 

Jual Beli ; 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan 

kepentingan praktis, yakni: 

a. Secara teoritis berguna untuk : 
 

1. Pengembangan ilmu hukum perjanjian dan jabatan profesi terkait dengan 

Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Terhadap Data Yang di 

Palsukan Oleh Penghadap. 

2. Memberikan masukan pemikiran bagi penelitian selanjutnya terhadap isu 

hukum serupa. 

3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi 

hukum. 

b. Secara praktis berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi 

hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian permasalahan 

yaitu : 

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah 
 

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran 

yang sangat berharga bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat 

Umum, untuk menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan 

Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Terhadap Data Yang di Palsukan 

Oleh Penghadap; 



15 
 

 

 

 
2. Penghadap : 

 
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap permasalahan jual 

beli tanah kepada : 

a. Penjual Tanah 
 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penjual tanah agar 

memberikan data-data yang benar terkait penjualan tanah kepada Pejabat 

Pembuat Akta Tanah dikarenakan apabila ada data-data yang dipalsukan 

maka penjual tanah tersebut dapat jerat dengan sanksi pidana 

b. Pembeli Tanah 
 

Diharapkan dapat memberikan masukan pembeli tanah untuk lebih 

berhati-hati dalam melakukan pembeli tanah dengan melakukan pengecekan 

tanah yang akan di beli agar tidak terjadi pemalsuan data yang dilakukan 

oleh penjual tanah 

3. Masyarakat secara umum dan Pemerintah : 
 

Diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat scara 

umum tentang kehati-hatian dalam melakukan pembelian tanah serta 

memberikan edukasi terkait ancaman pidana terhadap pemalsuan data-data 

berkaitan dengan jual beli tanah dan Diharapkan dapat memberikan bahan 

masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang 

lebih tegas terkait dengan Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 

Terhadap Data Yang di Palsukan Oleh Penghadap. 
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E. Kerangka Teori 

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menjelaskan secara teoritis 

hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai Permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan 

yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum 

serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.13 

Teori hukum, pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan 

yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum 

dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting 

dipositifkan.14 Defenisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna 

ganda dalam istilah teori hukum. Dalam defenisi di atas, teori hukum muncul 

sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang 

merupakan hasil kegiatan teoritik hukum. 

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara 

norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk 

mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl 

Raimund Popper15, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam 

pemecahan masalah kehidupan. Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

 
 
 

13Khudzaifah Dimiyati, 2004, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan 
Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37. 

14J.J.H. Bruggink, 1996,Refleksi   tentang Hukum : Pengertian - Pengertian Dasar 
dalam Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 156-160. 

15Lili Rasjidi, 1993,Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung:Remaja Rosdakarya, hlm. 29. 
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1. Grand Theory 
 

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian hukum. 

Kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum 

itu sendiri). Dalam hidup bermasyarakat di negara hukum pasti kaya akan aturan- 

aturan yang ada agar terjalinnya hubungan yang baik antara individu dengan 

individu maupun individu dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan dari aturan- 

aturan yang ada akan menimbulkan kepastian hukum. Apabila terdapat peraturan 

yang kabur atau tidak jelas maka akan menjadi celah bahwa hukum tidak 

berfungsi untuk mengatur sebagaimana mestinya.16 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu.17 

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum meliputi dua hal. Pertama, 

kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (bapaalbaarheid) dari hukum 

dan dalam hal konkrit. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya 

melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.18 

 
 
 
 

16Titik Tejaningsih, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam 
Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Yogyakarta : FH UII Press, hlm.27. 

17Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 
hlm. 23. 

18Iriansyah, “Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Di Indonesia”, diakses dari 
www.fhunilak.ac.id, pada hari Senin 20 April 2021 pukul 10.41 WIB. 
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Berdasarkan teori Utrecht dan Van Apeldoornbahwa kepastian hukum 

mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu Dengan demikian 

Teori kepastian hukum diharapkan dapat memberikan ketertiban dan keamanan 

terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 

Terhadap Data Yang di Palsukan Oleh Penghadap. 

2. Midlde Range Theory 
 

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori 

Perlindungan Hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo 

awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori 

hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles 

(murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan 

abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran 

ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara 

internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum 

dan moral.19 

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum 

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

 
 

19Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53. 
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kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan 

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan 

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu 

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat 

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur 

hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan 

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.20 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- 

hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga 

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum 

kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.21 

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif 

 
 
 
 

 
20Ibid. hlm. 54. 
21Ibid. hlm. 55. 
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bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di 

lembaga peradilan.22 

Apabila dikaitkan dengan permasalahan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Terhadap Data Yang di Palsukan oleh 

penghadap, maka perlindungan hukum sangat penting bagi para pihak terutama 

Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk melindungi hak-hak para pihak, 

sehingga tidak ada suatu ketimpangan dimana pihak yang satu membebankan 

kewajibannya kepada pihak lain sehingga memberatkan pihak lain. 

3. Applied Theory 
 

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum 

tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut 

Utrecht, asas hukum (rechtbeginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum 

yang mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga 

peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum23. 

Soejadi menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah conditio sine 

quanon bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang 

mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan 

rasa keadilan dan kebenaran., nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai 

budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang sesuai dengan hukum 

yang berlaku24. 
 

 
22Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. 

Bina Ilmu, hlm. 39. 
23Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008,  Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, hlm. 153. 
24Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., 2009, Desain Industri: Perspektif 

Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum, Malang: Tunggal Mandiri, hlm. 80 
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Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu kepada Teori 

Tanggung Jawab Hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung 

jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum 

atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, 

subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :25 

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum 
disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang 
sebagai satu jenis laindari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras 
kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, 
dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” 

 
Selanjutnya Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab 

terdiri dari :26 

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung 

jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang 

lain; 

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang 

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena 

sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; 

 
 
 
 
 

25Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of 
law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai 
Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81 

26Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum 
Murni, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140. 
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4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak 

sengaja dan tidak diperkirakan. 

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability 

dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum 

yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, 

sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.27 

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir 

dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab 

dimaknai dalam arti liabilty,28 sebagai suatu konsep yang terkait dengan 

kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas 

perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus 

perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara 

dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah 

dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan 

inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip 

umum; tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.29 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan 

melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori yaitu :30 

 
 
 

27HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 
337 

28Busyra Azheri,   2011,   Corporate   Social   Responsibility   dari   Voluntary   menjadi 
Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54. 

29Ibid, hlm 352. 
30Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 

336 
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1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat 

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan 

kerugian. 

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (interminglend). 

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada 

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Fungsi teori tanggung jawab untuk memberikan arah/petunjuk serta 

menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada 

hukum positif yang berlaku yaitu tentang tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta 

Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Terhadap Data Yang di Palsukan 

oleh penghadap. 

F. Kerangka Konseptual 

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 
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Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.31 

2. Tanggung Jawab Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah 

suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan 

kepadanya.32 Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas 

konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika 

atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.33 Selain itu Titik Triwulan 

mendefiniskan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain 

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member 

pertanggungjawabannya.34 

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua 
 

macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 
 

31 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm. 
74. 

32 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005. 
33Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.10 
34 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2010, hlm 48. 
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pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) yang 

dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick). 

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberikan 

kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yaitu akta pemindahan dan 

pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dan akta 

pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Pejabat umum adalah 

orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang dengan tugas melayani 

masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.35 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan PPAT adalah Pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat 

akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Lebih lanjut dalam ayat (5) disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT 

sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 

 
 
 
 
 
 
 

 
35Boedi Harsosno,Hukum Agrarian Indonesia, sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan 

Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm 469 



26 

39Ibid 

 

 

 
 

4. Akta Jual Beli Tanah 

Istilah “akta” dalam bahasa Belanda disebut “acte/akta” dan dalam Bahasa 

Inggris disebut “act/deed”, pada umumnya mempunyai 2 (dua) arti yaitu36 : 

a. Perbuatan (handeling/perbuatan hukum (rechtshandeling) yang 

merupakan pengertian secara luas. 

b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai / digunakan sebagai bukti 

perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada 

pembuktian sesuatu. 

Sedang menurut R. Subekti dan Tjitrisoedibio mengatakan, bahwa kata 

“acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin 

dan berarti perbuatan-perbuatan.37 sedangkan A. Pittlo mengartikan akta, adalah 

surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk 

dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu di buat.38 selain itu 

Sudikno Mertokusumo juga mengatakan akta adalah surat yang diberi tanda 

tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak 

atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.39 

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1368 KUHPerdata Akta berbeda 

dengan surat biasa. Akta memang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti 

dikemudian hari apabila diperlukan. Akta adalah sebuah yang harus diberi tanda 

tangan yang di dalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak 

atau perikatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, keharusan adanya tanda tangan 
 

36 Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di 
Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.50. 

37 R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1986, 
hlm.5. 

38Ibid 
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bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau untuk 

mengindividualisir sebuah akta. Oleh karena itu apabila seseorang telah 

menandatangani suatu perjanjian tidak bisa lagi mengatakan dirinya telah tertipu 

oleh pihak lain dengan mengatakan tidak membaca lebih dahulu. Cap jempol atau 

sidik jari dapat disamakan dengan tanda tangan apabila dilakukan di depan 

notaris, bupati, walikota atau hakim. Akta harus dibukukan dalam buku khusus 

yang disediakan yang diistilahkan dengan waarmeking (Pasal 1874 BW, Stbl 

1867 No 29 Pasal1 dan pasal 286 RBg).40 

Berdasarkan Jenis nya Akta dapat terbagi kedalam dua macam jenis akta , 

yaitu : 

a. Akta Otentik 
 

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan 

pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Akta otentik merupakan bukti 

yang lengkap antara para pihak mengenai apa yang tercantum di dalamnya. 

Pejabat yang dimaksud adalah notaris, hakim, panitera, juru sita, pegawai 

pencatat sipil dan sebagainya.41 

b. Akta Bawah Tangan 

Akta bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak 

tanpa bantuan pejabat umum dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat 

bukti. Apabila akta bawah tangan tersebut diakui kebenarannya oleh pihak- 

pihak yang mendatangani, maka disebut dengan “akta di bawah tangan yang 

diakui”, maka pada saat itu akta tersebut mempunyai kekuatan secara formal 
 

40 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Bandung: Mandar Maju, 
2005, hlm. 43-44. 
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dan material. Apabila tanda tangan di dalam akta dibantah kebenarannya, 

maka lawan pembantah tersebut harus membuktikan kebenarannya.42 

5. Klien atau Penghadap 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghadap berasal dari kata 

“hadap” yaitu bertemu muka43. Penghadap ialah orang yang datang langsung 

bertemu dengan notaris dalam rangka menyampaikan kehendak mereka dan 

kehendak mereka tersebut dituangkan kedalam akta otentik. Dalam pembuatan 

akta ada tiga macam penghadap, yaitu:44 

a. Menghadap sendiri, jika seseorang bertindak atas namanya sendiri dalam 

melakukan perbuatan hukum. 

b. Menghadap berdasarkan kuasa, jika seseorang bertindak berdasarkan 

kuasa. 

c. Menghadap berdasarkan kedudukan atau jabatannya, jika seseorang 

bertindak dengan jabatan atau kedudukannya. 

6. Data Yang di Palsukan 

Akta jual beli adalah salah satu akta otentik dalam transaksi jual beli tanah 

yang harus dibuat di hadapan PPAT. Peralihan hak atas tanah mengacu pada Pasal 

616 dan Pasal 620 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pengalihan 

kepemilikan dilakukan dengan pengumuman akta otentik dan membukukannya 

dalam register 

 
 

 
42Ibid 
43 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Departemen 

Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta 
44Soska Zone, Notaris, Penghadap, Saksi, dan Akta, www.hasyimsoska.com diakses pada 

tanggal 12 September 2021 



29 
 

 

 

 
Data-data yang beresiko untuk dapat dipalsukan oleh penghadap dalam 

membuat akta jual beli tanah yaitu sebagai berikut : 

a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan 

rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang 

bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar 

dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan; 

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, yang tidak disampaikan 

yaitu ; 

1). Surat bukti hak atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah 

tersebut, dan 

2). Surat yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum 

bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di 

daerah yang jauh dari kantor pertanahan, dari pemegang hak yang 

bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan. 

c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang 

bersangkutan atau salah satu saksi tidak berhak atau tidak memenuhi 

syarat untuk bertindak demikian; 

d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa 

mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan 

hak; 
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e.  Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum memperoleh izin 

pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan 

menurut perundang-undangan yang berlaku; 

f. Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa 

mengenai data fisik atau data yuridisnya; 

g. Tidak dipenuhi syarat lain lain atau dilanggar larangan yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah 

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, 

menganalisis tentang Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat 

Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Terhadap Data Yang di 

Palsukan Oleh Penghadap serta mengembangkan konsep pengaturan hukum ke 

depannya. 

Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 

Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah 

dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.45 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu 
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sendiri. hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam kelimuan yang 

bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan 

oleh suatu faktor tertentu. Sejatinya, penelitian hukum dilakukan atas dasar untuk 

menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam 

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.46. 

Berdasarkan doktrin hukum di atas, maka konstruksi produk penelitian 

hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin 

hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu 

hukum yang diteliti. Sifatnya penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu 

berusaha memberikan dan menjelaskan penilaian peneliti terhadap isu hukum 

yang diteliti. 

Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat 

memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan Tanggung 

Jawab dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan 

Akta Jual Beli Tanah Terhadap Data Yang di Palsukan oleh Penghadap. 

2. Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan 

terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek 

hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (legal issue) yang diteliti. 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah: 
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a. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
 

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik 

hokum. Dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka akan diketahui landasan 

hukum.47 Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (study case). Dalam 

pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu 

hukum. Sedangkan studi kasus adalah suatu studi terhadap kasus-kasus tertentu 

dilihat dari berbagai aspek hukum.48 

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi 

analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai 

Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Dalam buatan Akta Jual Beli Tanah Terhadap Data Yang di Palsukan oleh 

penghadap. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan 

bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu 

Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang 

dengan Undang-Undang Dasar. 

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu 

yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari 

 

47 Johny Ibrahim,Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia. 
2006, Hal. 321 

48 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit. Hal.94. 
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ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut49. Digunakannya 

pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

diagnosa hukum soal Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat 

Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Terhadap Data Yang di 

Palsukan oleh Penghadap. 

C. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach) 
 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan- 

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan 

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, 

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi 

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu 

yang dihadapi.50 

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan Tanggung Jawab dan 

Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual 

Beli Tanah Terhadap Data Yang di Palsukan oleh Penghadap. 

D. Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach) 
 

Futuristik memiliki makna bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep 

kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini digunakan untuk memahami 

pengaturan hukum yang seharusnya terhadap Tanggung Jawab dan Perlindungan 

 

49 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 93. 
50 Ibid., hlm. 95. 
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Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 

Terhadap Data Yang di Palsukan oleh Penghadap. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil 

penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan 

hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. 

Penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu 

diistilahkan sebagai data sekunder.51 memecahkan isu hukum secara preskriptif, 

maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi 

bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder52. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang- 

undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah 

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal- 

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.53 

 
 
 
 
 
 
 
 

51Abdul Kadir Muhamad, 2004,Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, hlm. 122. 

52 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 143-144. 
53Ibid., hlm. 141. 
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a. Bahan Hukum Primer 
 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang 

terdiri dari: 

1. Peraturan   Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor 

Indonesie), 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 
 

4. Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria, 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, 

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

8. Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Perubahan PMNA/Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
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b. Bahan Hukum Sekunder 
 

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya 

ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya 

dengan isu hukum dalam penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 
 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam 

penelitian ini54. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode Pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah studi pustaka 

(library research), penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu 

metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-buku, Dokumen resmi, 

Publikasi dan hasil penelitian.55 dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang 

ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. 

5. Teknik Pengolahan Penelitian 

Pengolahan bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan 

sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan 

pengaturan hukum mengenai Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Terhadap Data 

 
 

54Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit UI, hlm. 52. 
55 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm.59 
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Yang di Palsukan oleh Penghadap. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari 

hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum 

yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan 

hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan 

hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. 

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck 

van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan 

cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan-bahan 

hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu: 

a. Tataran Teknis 
 

yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki 

sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan 

peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu 

sistem yang koheren. 

b. Tataran Teleologis 
 

yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, 

dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam 

perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, 

dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya56. 

c. Tataran Sistematisasi Eksternal 

yaitu Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam 

rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, 
 

56Bernard Arief Shidarta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian 
tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan 
Ilmu Hukum di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39. 
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sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian baru, dengan menerapkan metode 

interdispliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk 

berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan antisipasi masa depan 

(Futurology). 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 
 

Analisis bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif, yaitu lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah 

bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan 

buku-buku yang berhubungan. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis 

deskriptif, diawali dengan mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang 

sama, selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub 

aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis 

atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara satu 

aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi 

pokok permasalahan penelitian. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (legal issue) dalam 

penelitian ini menggunakan logika berpikir aduktif (aductive). Maksudnya 

penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif 

(inductive) dan deduktif (deductive) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. 

Proses yang terjadi dalam aduksi adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, 

asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang 

dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian 
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dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum 

konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses 

aduksi. 
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